PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG :

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 001 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN
BREBES
2. PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang

a.

bahwa pesatnya perkembangan usaha
perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil,
dan menengah serta usaha perdagangan
jejaring dalam skala kecil, menengah dan besar,
memerlukan perlindungan terkait jarak, waktu
buka, antara Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi dan
ketegasan sanksi yang diberikan, maka perlu
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 001 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern Di Kabupaten Brebes:;

SALINAN



Mengingat

peningkatan penanaman modal untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk menciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif perlu menciptakan
kemudahan kepastian berusaha dan
kepastian hukum bagi penanam modal yang
menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes;
bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal mengatur Penyelenggaraan
penanaman modal yang ruang lingkupnya
berada dalam satu Kabupaten/Kota menjadi
urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan

huruf d perlu membentuk peraturan daerah,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf e serta hasil pembicaraan
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal
30 November 2020 maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor,;3209);



10.

11.

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah.un 2007 Nomor 68,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indone§ia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang . Perlindungan dan



12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4998);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah
beberapa kali terakhir. dengan Undang-Undang



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2014 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan  Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016
tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 97);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern (Lembaran Négara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 256);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor



Menetapkan

KESATU

KEDUA

24.

25.

Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kébupaten
Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2
Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor
2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Daerah Kabupaten
Brebes tentang Perubahan atas Peraturan
daerah Kabupaten Brebes Nomor 001 Tahun
2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern di Kabupaten Brebes dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal
sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini. \

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 30 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,

IQ

Tembusan:

1.

S i

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.





